PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG

II.

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Saat ini pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten
Boyolali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Seiring
dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka keberadaan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum
saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 22A

Cukup jelas.
Pasal 22B
Ayat (1)

Yang dimaksud Tenaga Kerja Asing adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
adalah pengusaha, badan hukum atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.



Ayat (2)

Yang dimaksud jabatan tertentu di lembaga pendidikan
meliputi:

a. Tenaga Kerja Asing sebagai kepala sekolah dan guru
di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara
asing;

b. Tenaga Kerja Asing sebagai dosen dan/atau peneliti di
perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk
kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 22C
Cukup jelas.

Pasal 22D
Cukup jelas.

Pasal 22E
Cukup jelas.

Pasal 22F
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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